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ABSTRAK 

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 

 

Oleh: 

IKHSAN SARBOWO ADMAJA 

NIM : 01676102404 

 

Penelitian ini di lakukan pada bulan september 2019 di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini di lakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pajak adalah salah satu sumber 

utama penerimaan negara. Selain itu, target penerimaan pajak selalu mengalami 

peningkatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahunya. 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan skunder, 

yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan 

analisis data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah kepatuhan 

membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 

Kata Kunci : Sanksi Ketidakpatuhan Wajib Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah 

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap 

potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam 

maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. 

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat 

besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran 

pemerintah. 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan 

penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah 

memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment 

dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, 

yaitu official assessment system. Sistem self assessment memberikan kepercayaan 

penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh 

pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang 

tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem 

tersebut. Dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi 
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perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara suka rela. 

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara suka rela merupakan 

tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab 

menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat 

waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (www.pajak.go.id). 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya 

diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta 

masyarakat. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan. 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka pemerintah juga 

melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan 

retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah 

dan dukungan amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah 

Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan 

kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan 

Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah mengerti 

peraturan perpajakan akan berpikiran untuk lebih baik membayar pajak daripada 

terkena sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak 

http://www.pajak.go.id/
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merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa 

adanya pengetahuan tentang pajak, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. 

Terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam 

patuh tidaknya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor tersebut adalah 

sanksi pajak. Fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur Wajib 

Pajak untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada Wajib 

Pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa 

kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. 

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maka dibutuhkan Data Wajib 

Pajak maupun Objek Pajak yang valid dan akurat. Pendaftaran dan Penetapan 

Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus terlayani dengan baik sehingga dapat 

mendorong para wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar PBB-

P2. Sistem pelayanan kepada wajib pajak harus terus dikembangkan dan 

dipermudah melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga 

dapat mengurangi waktu pelayanan secara signifikan. 

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu  masih 

belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2),Hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan 

mutasi (balik nama) wajib pajak PBB-P2 yang belum terselenggara dengan 
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optimal. Selain dari itu untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru banyak 

masyarakat harus menempuh perjalanan yang jauh, sehingga dikarenakan luasnya 

wilayah Kabupaten Rokan Hulu maka masyarakat terkesan enggan untuk 

mendatangi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan biaya 

yang cukup tinggi. 

Permasalahan yang timbu bagi wajib pajak mengenai beberapa besar pajak 

yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, 

sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya kesadaran wajib pajak 

terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada 

Negara dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka 

waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakannya dapat 

berupa sanksi denda, bunga dan kenaikan. 

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian Kepada Negara, 

khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 20016:64). Sanksi 

yang berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan 

kewajiban pelaporan. Sanksi yang berupa denda atas keterlambatan membayar 

pajak adalah 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang terutang dihitung dari jatuh 

tempo pembayaran. 

Sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang 

berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang berupa bunga atas 

keterlambatan membayar pajak adalah sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak 

yang terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. 
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Sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus 

dibayar terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam 

ketentuan material. Sanksi yang berupa kenaikan atas keterlambatan membayar 

pajak adalah sebesar 100% (seratus persen) sebulan dari pajak yang terutang 

dihitung dari jatuh tempo pembayaran. 

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib 

pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-

undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 

2009 tentang perubahan ke-3 atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Sanksi administrasi bagi wajib pajak terjadi karena adanya wajib pajak 

yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, 

khususnya wajib pajak belum ada kesadaran atas kewajiban dalam membayar 

pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan pada tepat waktu atau 

melakukan pelanggaran secara sengaja menghindar untuk tidak menyampaikan 

Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar, 

sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibatkan dapat 

merugikan Negara. 

Masyarakat yang berkewajiban membayar pajak seharusnya sadar atas 

kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan yang berlaku, walaupun pajak bersifat memaksa namun wajib 

pajak harus membayar pajak dengan penuh kesadaran, membayar kewajiban yaitu 

dengan membayar pajak bukan karena takut dikenakan sanksi pajak atau bukan 
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karena sifatnya memaksa. Oleh karena itu, supaya sistem Self Assessment dapat 

berjalan sebagai mana fungsinya, maka harus dikenakan sanksi.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul :  

‘’PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN 

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB 

PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN 

HULU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas 

adalah : 

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang pajak 

bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu ? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 

? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terutang 

pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi wajib pajak pada kepatuhan 

wajib pajak bumi dan bangunan pada kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak pada kepatuhan wajib 

pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui 

Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 

sebagai informasi tambahan  dan masukan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Penerapan Sanksi 

Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu di masa yang akan datang. 

c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi 

DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami Penerapan Sanksi 

Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 

Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu. 
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    1.4 Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jl. Pematang Berangan, Rambah, Kabupaten 

Rokan Hulu, Riau 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 

Tahun 2019. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer adalah menurut Sugiyono (2012:139) bahwa sumber Data 

Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

b. Data Sekunder adalah menurut Sugiyono (2012:139) bahwa sumber 

Data Sekundar adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang 

bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan literature. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab langsung dengan kasubag dan tata usaha dan karyawan atau staf berbagai 

narasumber untuk mendapatkan informasi tentang Penerapan Sanksi Terhadap 

Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.   
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b. Dokumentasi  

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan catatan-catatan, tugas, 

fungsi, dan serta data mengenai tinjauan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi 

Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi 

Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

c. Analisis Data 

Mengunakan metode deskriptif  yaitu mengolah data-data yang telah 

didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, 

sehingga dapat di tarik kesimpulannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun kedalam 

masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, tujuan 

dan manfaat  penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian/kantor yang meliputi sejarah singkat kantor, Visi dan 

Misi, struktur organisasi, dan tugas pokok setiap seksi/unit kerja. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Penerapan Sanksi 

Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan 

(PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat dan diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

  

2.1  Kondisi Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu 

Pendapatan dan Penerimaan merupakan suatu komponen yang sangat 

menunjang berjalannya Pemerintah Daerah, terselenggaranya Good Governance 

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu  

diperlukan langkah-langkah pengembangan dan inovasi dalam bekerja. Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memerlukan 

pengembangan  dan penerapan sistem pelayanan dan pertanggung jawaban yang 

cepat, tepat, transparan dan legitimate. Sehingga penyelenggaran pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung efektif dan efesien serta bebas dari Korupsi,  

Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

2.2  Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu 

Sejalan dengan tuntutan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005, Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999, 

dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu telah membuat Visi dan Misi yaitu : 
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Visi : 

“Bertekat Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui 

Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, 

Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan 

Berbudaya” 

Misi : 

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada 

masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk 

pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan 

pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok 

masyarakat; 

2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat 

yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan; 

3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa ke kota guna 

membuka bagi peningkatan aksebilitas produksi perekonomian 

masyarakat pedesaan 

4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan 

infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan; 

5. Mewujudkan kehidupan yang beragama yang berlandaskan pada 

budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda 

sehingga tercipta keamanan dan ketentraman. 
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2.3  Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu 
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2.4   Uraian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Selaku Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

mempunyai tugas dan Fungsi : 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan tugas melaksanakan 

penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi 

umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian 

dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan serta 

menatausahakan kegiatan yang lainnya. 

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi  : 

a. Penyiapan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, 

menyiapkan bahan penyusunan perencanaan. 

b. Pelaksanaan Rencana Anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran 

pembangunan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu. 

c. Pelaksanaan penyusunan Data dan Informasi, Penyusunan Program dan 

Evaluasi Pelaporan. 

d. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja 

dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

e. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja 

dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
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f.   Menyusun rencana Anggaran, Pelaksanaan Pembukuan, Perbendaharaan 

Gaji dan Tunjangan pegawai serta pelaksanaan pendapatan lain-lain. 

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, Perencanaan dan 

Pembangunan pegawai, Peningkatan kemampuan, Disiplin dan 

Kesejahteraan Pegawai. 

h. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan serta pelaksanaan 

perawatan. 

i.    Melaksanakan administrasi umum. 

j.    Memberikan masukan, Saran dan informasi pada Kepala Badan dan atau 

Unit Kerja lain dilingkungan Badan mengenai kebijakan-kebijakan 

strategis penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

k. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tuga-tugasnya kepada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. 

l.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan langsung. 

2.5 Rasional Pemilihan/Penetapan Area Perubahan (Dukungan Fakta 

Dan Data) 

A. Kondisi Saat Ini 

Pada saat ini  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

mempunyai  masalah pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, antara lain: 
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1. Realisasi penerimaan PBB-P2 sektor Pedesaan dan Perkotaan pada 4 

tahun terakhir tidak pernah mencapai target, kecuali pada tahun 2014. 

2. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

di Kabupaten Rokan Hulu masih belum tergali. 

3. Belum adanya Program Desa Mandiri Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu. 

4. Pola pelayanan yang dilaksanakan saat ini dengan cara seluruh 

pendaftaran dan pemutakhiran data di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu tidak efektif karna wajib pajak harus 

menyediakan waktu yang lama untuk memperoleh pelayanan. 

5. Banyaknya permintaan dari Kepala Desa agar pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa diserahkan 

secara mandiri kepada desa, mulai dari pendaftaran sampai dengan 

pemuktahiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2). 

6. Banyak terjadi mutasi terhadap objek pajak/wajib pajak yang belum 

termutakhirkan. 

7. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

8. Rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dari pengelolaan pajak 

baik di Desa maupun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. 
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9. Tidak pahamnya warga mayarakat tentang bagaimana mendaftarkan 

objek pajak baru atau mengajukan perubahan data objek/wajib pajak 

PBB-P2. 

10. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan Republik 

Indonesia terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) memperlihatkan piutang PBB-P2 yang makin bertambah 

setiap tahunnya. 

11. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 masih belum sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. 

12. Luasnya wilayah di Kabupaten Rokan Hulu yang menyebakan 

masyarakat enggan mendaftarkan objek pajaknya ataupun mengurus 

mutasi terhadap objek/wajib pajak PBB-P2 dikerenakan jauhnya jarak 

tempuh. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak 

bumi dan bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu adalah dalam prosedur atas penerapannya dapat dikatakan 

baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik berupa 

bunga, denda, kenaikan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

2. Sanksi terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak 

penghasilan dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga, denda 

dan kenaikan. 

3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak di 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupten Rokan Hulu adalah adalah 

identitas wajib pajak yang tidak valid atau pindah alamat dan ketika 

wajib pajak yang masih kurang paham dengan teknologi (gagap 

teknologi) dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada Wajib Pajak, 

maka upaya yang dilakukan Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu adalah harus sigap dalam menangani kendala 

yang terjadi, dengan memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk 

berkonsultasi atas ketidak pahaman Wajib Pajak tersebut. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang 

bisa diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar 

selalu meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang masih 

belum paham dengan pajak dan memberikan arahan dalam 

membayarkan kewajibannya sebagai Warga Negara. 

2. Meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai 

sanksi ketidakpatuhan Wajib Pajak, karena masih banyak masyarakat 

yang belum mengerti sistem untuk membayarkan pajaknya. 

3. Memberikan kemudahan kepada semua wajib pajak dan tingkatkan 

mutu pelayanan kepada wajib pajak, diharapkan dapat memperoleh 

pelayanan pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan 

akan dapat diselesaikan lebih cepat dengan kepastian hukum lebih 

terjamin. Hak dan kewajiban Wajib Pajak pun akan dilaksanakan 

dengan lancar sesuai ketentuan berlaku. 
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